BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penelolaan
dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentast di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6] Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9}
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



.

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nokor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6856};

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPAT! TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017
Nomor 30} diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Berau.

3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun
nonelektronik.
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Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan, dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas PPID Utama dan PPID
Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya
disebut PPID Utama adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai PPID yang berasal dari kepala pada satuan Perangkat
Daerah yang membidangi pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya
disebut PPID Pembantu adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai PPID pada satuan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Atasan PPID adalah Pejabat yang merupakan atasan PPID utama.
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh Informasi dan Dokumentasi publik yang berada dibawah
penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi
publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang
bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian Informasi dan
Dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
SIDP adalah sistem penyediaan layanan Informasi dan Dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan
teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan
Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/ atau
menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
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18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,
atau badan publik.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID
Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau
pejabat fungsional.

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi sekretariat
Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mspektorat,
dinas, badan, satuan dan kecamatan.

(3) Struktur PPID Pembantu ditetapkan oleh masing-masing kepala
Perangkat Daerah.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Struktur organisasi PLID terdiri atas:
a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
b. Atasan PPID Utama, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
¢. Tim pertimbangan dijabat oleh para Asisten di Lingkungan
Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Inspektur dan Kepala Bagian Hukum;
d. PPID Utama, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani
Informasi dan Komunikasi;
e. PPID Pembantu, dijabat oleh:
1. Kepala Bagian Kehumasan di lingkungan sekretariat Daerah
dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Sekretaris pada dinas, badan, inspektorat, kecamatan dan
Badan Layanan Umum Daerah; dan
3. Kepala Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah.
f. Atasan PPID Pembantu yaitu kepala pada sekretariat, dinas, badan,
inspektorat, kecamatan dan Badan Layanan Umum Daerah:;
g. Bidang pendukung terdiri atas:
1. Sekretariat PLID;
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan
4. Bidang Fasilitasi Sengketa informasit.
h. Staf Pembantu PPID berasal dari pejabat fungsional yang
berkedudukan di sekretariat.
(2) Struktur PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(3) Bagan struktur PLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44
Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal I
Peratuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Pebruarl 2024

‘‘‘‘‘‘

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Februari 2024




